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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 

Impelementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi dan 
menjelaskan apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi dan penghambat 
dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten 
Dairi. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 
metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui, wawancara 
dilakukan terhadap informan kunci yang dianggap benar-benar dapat memberikan 
informasi baik mengenai orang, peristiwa atau hal, dengan tidak mementingkan 
jumlah informan tetapi lebih mementingkan bagaimana relevansinya dan 
ketepatannya dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan 
bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah Kabupaten Dairi 
sudah berjalan namu belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa 
aspek, Kesatu komunikasi yang memperlihatkan bahwa komunikasi dan 
koordinasi internal di lingkungan Perangkat Daerah lainnya masih belum berjalan 
dengan baik, kedua Sumber Daya memperlihatkan masih belum terpenuhi sesuai 
dengan jumlah yang dibutuhkan baik secara jumlah maupun kompetensi, ketiga 
Sikap Birokrasi memperlihatkan adanya program kegaiatan sehingga perlu 
pembenahan dan penataan yang tidak, keempat, Standard Operational Prosedure 
(SOP) dalam melaksanakan impelementasi telah mengacu sesuai tahapan yang 
telah ditetapkan. Dan untuk SOP sesuai dengan struktur organisasi yang baru 
masih dalam proses penyusunan dan perumusan .  
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 This research is a purpose to know and analyzing implementation of 
goverment regulation number 18 year 2016 about regional device institutional 
regulation of secretariat distric Dairi Regency explain whats being a factor 
influencing and infringing in inplementation og goverment regulatioan number 18 
year 2016 about regional device institutional regulation of secretariat district 
Dairi Regency. This research method using descriptive research method with 
qualitative method. With data collection techniques through, interviews are 
considered to key informan that may be really given to give good information 
about people, events or things, by not msking the number of informan but more 
incorporate how to relevants and their accuracy with research done. Research 
results show that the implementation of government regulation number 18 year 
2016 about regional devices institutional registration of secretariat regency of 
dairiis always walking but not optimal. These things can be seen from several 
aspect, fisrt, communication unity which shows that the internal communication 
and coordinatiaon is environment required other departements still not walking 
well, second, resources should not still complete in accordance with the quantity 
required by number or program activities so need for metaling and good 
reinforcement, fourth, operational standard procedures (OSP) in implementation 
has been settled. And for osp compatable with the new organization structure still 
in the formulation processof formulation.  
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